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Mengingat 

BUPATI KUBU RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 444J TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan 
kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif 
di wilayah kerja Puskesmas serta mendukung upaya 
kesehatan masyarakat (UKM) rujukan sekunder di Dinas 
Kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Kesehatan dalam bentuk Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK); 

b. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan penggunaan dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diperlukan penjabaran 
dalam bentuk Petunjuk Teknis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 
Operasional Kesehatan; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4751); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 ten tang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 177); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

Menetapkan PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 
OPERASIONAL KESEHATAN. 

Pasal 1 

DANA BANTUAN 

Dana bantuan operasional kesehatan bertujuan untuk peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat bersifat promotif dan preventif dalam mendukung 
pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan melalui pelaksanaan 
program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. 

Pasal 2 

Uraian petunjuk teknis kegiatan dana bantuan operasional kesehatan di Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Ditetapkan di Sungai R a 
pada tanggal 21 Me 2019 

Dliundangtan di 
nada 

YU'rr''Y' 
BERTA 
uN. .201 

RAYA 

B PAT! B RAYA, 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (OAK) Nonfisik 

Bidang Kesehatan yang terdiri atas Bantuan Operasional Dinas Kesehatan, 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, e-logistik dan distribusi 
obat, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Akreditasi Puskesmas. 

Pengalokasian anggaran OAK Nonfisik Bidang Kesehatan diharapkan 
dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang bersinergi dengan 
prioritas nasional, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. 

Mempertimbangkan tanggungiawab pengelolaan OAK Bidang Kesehatan 
di tingkat Kabupaten berada di tangan Bupati yang secara teknis dilaksanakan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan 
menu kegiatan sesuai prioritas nasional. Untuk itu, pelaksanaan dan 
pengelolaan OAK tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang 
baik (good governance). 

Dalam rangka pelaksanaan OAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Bupati 
diberikan wewenang untuk menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan yang akan 
dipakai sebagai acuan yang dijabarkan secara lebih rinci. DAK Nonfisik BOK 
Dinas Kesehatan dan BOK Puskesmas dipandang perlu dibuat acuan kegiatan 
yang lebih rinci yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati agar program dan 
kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih jelas. 

8. Pengertian 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut OAK, adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

3. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah Dana yang bersumber dari 
APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan 
anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan 
penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk 
miskin, dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan 
kepalauan dan daerah bermasalah kesehatan. 

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut 
OAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah 
untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang 
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kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan di daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang mernimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 

6. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis 
operasional kesehatan dan/ atau tugas teknis penunjang kesehatan dari 
organisasi induknya. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

10. Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh 
masyarakat dan d.ilatih untuk menangani masalah-masa!ah kesehatan 
perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan 
yang amat dekat dengan tempat- tempat pemberian pelayanan kesehatan. 

1 I. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya d.isingkat BOK adalah 
bantuan biaya operasional kesehatan non gaji untuk Puskesmas dan 
jaringannya serta UKBM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
promotiv dan preventif KIA-KB, Gizi, Imunisasi, kesehatan lingkungan, 
promosi kesehatan dan pengendalian penyakit untuk mempercepat i Pencapaian tujuan MDGs. 

12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya d.isingkat STBM adalah 
pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui 
pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. / 

13. Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
UKBM adalah upaya yang diadakan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk A 
masyarakat dalam bentuk Posyandu, Posbindu Lansia, Posbindu Penyakit 
Tidak Menular (PTM), Desa Siaga, Saka Bhakti Husada (SBH) dan lainnya. 

14. Upaya Kesehatan Masyarakatyang selanjutnya d.isingkat UKM adalah setiap 
kegiatan dan/ a tau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 
terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh 
Pemerintah dan/atau masyarakat. 

15. Plan of Action yang selanjutnya disingkat POA adalah rencana pelaksanaan 
kegiatan yang d.isusun berdasarkan hasil Lokakarya Manipuskesmas. 

16. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SP adalah 
seperangkat dokumen yang berisi laporan dan bukti 
penerimaan/pengeluaran yang sah sebagai pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan APBD/ APBN. 



17. Nota Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah dokumen yang 
digunakan oleh PPTK dalam rangka melakukan permintaan pembayaran 
uang muka kerja/panjar atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawab pPTK yang pengajuannya berdasarkan rencana kebutuhan dana 
kegiatan. 

C. Tujuan 
1. Tujuan Umum 

Mendukung Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan 
pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal. 

2. Tujuan Khusus 
a. mendukung pembangunan kesehatan melalui upaya promotif dan 

preventif; 
b. mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK); 
c. Mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan. 

D. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Bantuan 
Operasional Kesehatan meliputi: 
1. Dana BOK Puskesmas; 
2. Dana BOK Dinas Kesehatan; 
3. Dukungan Manajemen Saluan Kerja BOK. 

E. Alokasi Dana 
Besaran alokasi dana BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh Dinas 
Kesehatan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dengan langkah- 
langkah penghitungan sebagai berikut: � 
1. Sebelum membagi alokasi total ke seluruh Puskesmas, terlebih dahulu dari 

alokasi total tersebut dikurangi untuk kebutuhan program yang meliputi: 
a) Operasional tim Nusantara Sehat sebesar Rp 250.000.000,- ( dua ratus !L 

lima puluh juta rupiah) per tim yang ada di Kabupaten. Apabila tidak ada / 
penempatan Tim Nusantara Sehat maka tidak perlu dikurangi; 

b) Apabila dalam Kabupaten, ada desa lokus yang ditetapkan sebagai, 
pelaksana pemicuan STBM tahun anggaran berjalan, maka ditambah / 
sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa. 
Apabila tidak ada desa yang ditetapkan, maka total dana tidak perlu 
ditambah. 

2. Sisa dana BOK Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan operasional 
Tim Nusantara Sehat dan pemicuan desa STBM dibagi ke seluruh Puskesmas 
di Kabupaten secara proporsional, dengan memperhatikan berbagai kriteria 
antara lain: 
a) jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas; 
b) luas wilayah kerja Puskesmas; 
c) kondisi sarana transportasi (Besaran biaya transportasi dari Puskesmas 

ke desa); 
d) kondisi geografis; 
e) jumlah tenaga kesehatan masyarakat yang tersedia; 



f) jumlah Posyandu, Sekolah dan UKBM lainnya 
g) dana kapitasi JKN yang diperoleh Puskesmas; dan 
h) administrasi dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya. 

3. Dari hasil perhitungan tersebut, maka Puskesmas yang terdapat Tim 
Nusantara Sehat dan desa STBM akan mendapat tambahan alokasi BOK 
Puskesmas disamping dari perhitungan pembagian secara proporsional di 
atas dengan besaran sesuai jumlah Tim Nusantara sehat dan Desa STBM. 

F. Penggunaan 
Dana BOK dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan UKM di setiap 
jenjang serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi: 
1. Kegiatan Puskesmas 

Dana BOK Puskesmas dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan 
upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas meliputi: 
a) menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga antara lain pendataan keluarga, analisis data, intervensi 
berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan 
mempertahankan kesehatan keluarga; 

b) penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan 
pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar 
gedung. Melalui Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM 
lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah, pelayanan di luar 
gedung lainnya, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan kegiatan 
promotif dan preventif serta pemberdayaan masyara.kat; 

c) penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi 
perencanaan (Pl), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini 
Puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian (3) kinerja 
Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya; 

d) penyediaan operasional upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan 
oleh Tim Nusantara Sehat berbasis tim yang ditempatkan di Puskesmas, 
terutama mendukung kegiatan inovasi UKM esensial; 

e) penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan desa STBM 
terutama untuk daerah lokus STBM. Selain Puskesmas yang termasuk 
dalam lokus desa STBM, tetap dapat melaksanakan kegiatan 
mewujudkan desa STBM; 

f) penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang 
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kabupaten dalam upaya 
eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang 
telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik Nasional maupun 
Kabupaten; 

g) penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting seperti perbaikan 
status gizi masyarakat, pemantauan pertumbuhan perkembangan balita, 
dan lain-lain; 
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h) penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi Perubahan 
Perilaku program prioritas antara lain Edukasi PMBA (Pemberian 
Makanan Bayi dan Anak), Kelas Ibu, orientasi tumbuh kembang/SDIDTK 
(Stimulasi Deteksi lntervensi Dini Tumbuh Kembang), kegiatan 
pemberdayaan masyarakat lainnya; 

i) operasional kegiatan outbreak respond/Kejadian Luar Biasa dan 
kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional; dan 

j) penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisionis, tenaga 
kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, 
maksimal 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja. 
Proses penerimaan tenaga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, 
sedangkan ikatan perjanjian kerja ditandatangani oleh kepala 
Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan. 

2. Kegiatan BOK Dinas Kesehatan (UKM sekunder) 
Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten dapat digunakan untuk pelaksanaan 
kegiatan meliputi: 
a) penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga (PIS-PK); 
b) rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (bila UKM primer tidak 

mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasa.rana 
maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan 
Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan; 

c) dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan seperti 
kegiatan pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya Kalibrasi alat 
dan lain-lain; 

d) peningkatan kapasitas SOM (orientasi/pelatihan, on the job 
training/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan stunting; 

e) Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer 
dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal, penyelidikan 
epidemiologi, pelacakan dan konfirmasi kasus gizi, pendampingan 
penmasalahan kesehatan lain, tenmasuk menghadiri kegiatan 
minilokakarya Puskesmas; 

f) Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat 
Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat; 

g) Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan 
termasuk dengan Puskesmas; dan 

h) Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM kabupaten dan 
dukungan operasionalnya. Proses penerirnaan tenaga di1aksanakan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan ikatan perjanjian kerja yang 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan tenaga yang 
bersangku tan. 

3. Kegiatan Dukungan Manajemen Satuan Kerja BOK 
Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Satuan Kerja pengelola OAK Nonfisik 
khususnya BOK memerlukan berbagai kegiatan manajemen dalarn 
mendukung pelaksanaan BOK. Dana BOK dapat digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan meliputi: 



a) pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Kabupaten dan Puskesmas 
1) penyediaan honor Satuan Kerja Pengelola Keuangan termasuk Kepala 

Puskesmas dan Bendahara Puskesmas; 
2) dukungan administrasi antara lain ATK, penggandaan, pembelian 

matrai dan lain-lain. 
b) pembinaan Administrasi 

1) Rapat/Pertemuan koordinasi, sosialisasi advokasi Lembaga 
Pemerintah/Lembaga Swasta, verifikasi perencanaan, monitoring dan 
evaluasi BOK; 

2) Pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas. 
3) Konsultasi ke Provinsi maksimal 2 x dan Pusat 2x@ 2 orang. 

c) Sistem Informasi 
I) pelaporan. 
2) langganan intemet/pembelian pulsa internet untuk mendukung 

program prioritas kesehatan termasuk PIS-PK. 

G. Jenis Pembiayaan 
I. Dana BOK di Puskesmas 

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan 
prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut 
meliputi: 
a) belanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor; 
b) belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN; 
c) belanja bahan pakai habis; 
d) belanja material pendukung kegiatan; 
e) belanja pencetakan dan penggandaan; 
f) belanja makan dan minum rapat; 
g) belanja kegiatan pertemuan; 
h) belanja honor tenaga kontrak; 
i) belanja pemeriksaan sampel; 
j) belanjajasa pengiriman sampel; dan 
k) belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas. 

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam 
bentuk belanja modal, kegiatan kuratif dan rehabilitative, pengadaan obat, 
vaksin, alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan, 
sarana dan prasarana. 

2. Dana BOK di Dinas Kesehatan 
Dana BOK di Dinas Kesehatan (UKM sekunder) dimanfaat untuk pembiayaan 
program dan kegiatan meliputi: 
a) belanja transport lokal; 
b) belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN; 
c) belanja pembelian bahan pakai habis; 
d) belanja penggandaan dan pencetakan; 
e) belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder; 
f) belanja kegiatan pertemuan/meeting; 
g) belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat; 
h) belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di 

Kabupaten; 



i) belanja pemeriksaan sampel; 
j) belanja jasa pengiriman sampel; dan 
k) belanja iuran JKN untuk tenaga kontrak di Kabupaten. 

Dana BOK di Dinas Kesehatan (UKM sekunder) tidak boleh dimanfaatkan 
untuk membiayai kegiatan belanja modal, bayar retribusi, perawatan 
bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana. 

3. Dukungan Manajemen Satuan Kerja BOK 
Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK dapat dimanfaatkan untuk 
membiayai kegiatan yang meliputi: 
a) belanja transport lokal; 
b) belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non 

ASN; 
c) belanja bahan pakai habis; 
d) belanja material pendukung kegiatan dukungan manajemen; 
e) belanja makan dan minum kegiatan rapat; 
f) belanja pertemuan/meeting; 
g) belanja penggandaan dan percetakan; 
h) belanja honor pengelola keuangan satuan kerja; dan 
i) belanja honor narasumber/tenaga ahli. 

SDGs 2 I. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita 
2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) 

pada anak dibawah lima tahun/balita 
3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) 

pada anak dibawah dua tahun/baduta 
4. Prevalensi malnutrisi pada anak usia kurang dari 

5 tahun berdasarkan tipe 
5. Prevalensi anemia pada ibu hamil 
6. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang 

mendapatkan AS! ekslusif 
SDGs3 I. Angka Kematian !bu (AKI) 

2. Proporsi perempuan pemah kawin umur 15-49 
tahun yang proses melahirkan terakhirnya 
ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 

3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 
tahun yang proses melahirkan terak.himya di 
fasilitas kesehatan 

4. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran 
hidup 

H. PEMANFAATAN DANA 
Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat promotiv 
dan preventif yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian indikator SDGs 
bidang kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 
dengan pembagian alokasi sebagai berikut: 
I. Minimal 65% alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk kegiatan UKM 

prioritas. Upaya kegiatan UKM Prioritas tersebut meliputi: 
a) SDGS 



SDGs5 
SDGs6 

5. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 
kelahiran hidup 

6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran 
hidup 

7. Persentase Kabupaten yang mencapai 80% 
lmunisasi Dasar Lengkap pada bayi 

8. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak 
terinfeksi HIV 

9. Prevalensi HIV pada populasi dewasa 
10. Kejadian TB per 1000 orang 
11. lnseden Tuberkulosis per 100.000 penduduk 
12. Kejadian malaria per 1000 orang 
13. Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi 

malaria 
14. lnsiden Hepatitis B per 100.000 penduduk 
15. Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi 

dini untuk infeksi Hepatitis B 
16. Jumlah orang yang memerlukan intervensi 

terhadap penyakit tropis yang terabaikan 
17. Jumlah Kecamatan dengan eliminasi kusta 
18. Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis 
19. Jumlah Kecamatan dengan eliminasi filariasis 
20. Kematian akibat penyakit jantung, kanker, 

diabetes, atau penyakit pernapasan kronis 
21. Persentase merokok pada penduduk umur s18 

tahun 
22. Prevalensi tekanan darah tinggi 
23. Prevalensi obesitas pada penduduk umur 218 

tahun 
24. Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 
25. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi 

kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 
1000 penduduk 

26. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional/ Daerah 
27. Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan 

dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan 
28. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di 

Puskesmas 
29. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan 
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun 
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) 

} 
I 
L 



No Jenis Pelayanan Dasar 
I. Pelayanan kesehatan ibu hamil 
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 
4. Pelayanan kesehatan balita 
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

b) SPM Bidang Kesehatan 

c) maksimal 30% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk 
kegiatan Upaya Kesehatan Lainnya. 

d) maksimal 5% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk 
kegiatan dukungan manajemen puskesmas sebelum didistribusikan. 

I. Pengelolaan dana BOK 
1. Perencanaan Anggaran 

Mekanisme perencanaan anggaran BOK Puskesmas diatur sebagai berikut: 
a. puskesmas menyusun POA berdasarkan identifikasi masalah yang ada di 

Puskesmas beserta Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)/Rencana Bisnis 
Anggaran (RBA); 

b. puskesmas membentuk Tim pengelola BOK yang diusulkan oleh Kepala 
Puskesmas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; 

c. pemegang program Dinas melakukan rapat koordinasi untuk 
memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung program 
esensial, pengembangan dan upaya kesehatan lainnya dengan 
menyesuaikan permasalahan yang ada di Puskesmas; 

d. penetapan dan penyampaian pagu Puskesmas berdasarkan 
parameter/variabel menurut Petunjuk Teknis BOK dan variabel daerah; 

e. Dinas melakukan asistensi/desk kegiatan BOK yang diusulkan 
Puskesmas; 

f. Puskesmas melakukan: 
1) penyusunan dan perbaikan POA Puskesmas dan RKA/RBA; 
2) penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) setiap kegiatan; 
3) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Dinas; 
4) evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan program setiap semester; 
5) usulan perubahan kegiatan dan anggaran pada Dinas Kesehatan 

untuk diajukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). 

2. Pencairan Anggaran 
Mekanisme pencairan anggaran BOK diatur sebagai berikut: 
a) bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas mengajukan rencana 

pencairan anggaran ke kepala Puskesmas dalam bentuk Nota Pencairan 
Dana (NPD); 



b) Kepala Puskesmas mengajukan NPD untuk mendapatkan persetujuan 
Kepala Dinas Kesehatan; 

c) berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Puskesmas segera mengirimkan Surat 
Pertanggungiawaban (SPJ) kegiatan paling lambat tanggal 5 bulan 
berikutnya; 

d) proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dilakukan oleh 
Tim Verifikator Dinas Kesehatan; 

e) Benda.hara Pengeluaran Dinas Kesehatan melaku kan pencairan anggaran 
apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dinyatakan sesuai persyaratan 
pencairan. 

3. Pertangunggjawaban 
a) bentuk pertangungjawaban administrasi kegiatan BOK mengacu pada 

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Togas Pemerintah Kabupaten dan 
Pengelola Keuangan Daerah; 

b) berdasarkan bukti pendukung atas realisasi anggaran, Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Puskesmas wajib membuat laporan pembukuan 
berupa: 
I) Buku Kas Umum; 
2) Laporan Pertangungjawaban (LPJ); 
3) Buku Pajak; dan 
4) Dokumen persyaratan lainnya jika diperlukan. 

4. Pelaporan 
Mekanisme pelaporan BOK di Puskesmas diatur sebagai berikut: 
a) pencatatan kinerja keuangan dan capaian program kegiatan BOK wajib 

dilaporkan ke Dinas setiap bulan sesuai format laporan yang berlaku; 
b) Dinas Kesehatan melakukan rekapitu lasi Japoran capaian kinerja 

keuangan dan program kegiatan dari Puskesmas; 
c) laporan pembukuan pencairan anggaran wajib dilaporkan per bulan 

paling lambat tanggal 5 (lima) bu Ian berikutnya; 
d) dalam ha! tanggal 5 (lima) adalah hari libur, maka Japoran pembukuan 

pencairan anggaran dilaporkan pada hari kerja berikutnya. 

J. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan 
I. Kepala Puskesmas bertangungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOK di 

Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan; 
2. Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi capaian program dan penyerapan 

anggaran BOK per triwulan serta melakukan monitoring dan evaluasi per 
semester; 

3. Teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan 
oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati Ku bu Raya; dan 

4. Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan kegiatan BOK di seluruh Puskesmas. 



K. LAPORAN CAKUPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BOK 
1. Laporan capaian kinerja program BOK Puskesmas dildrim ke Dinas 

Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya 
meliputi: 
a) laporan rutin bulanan pelaksanan Program Indonesia Sehat dengan 

pendekatan keluarga; 
b) laporan rutin bulanan capaian program kegiatan SPM sesuai dengan jenis 

standar pelayanan dasar; 
c) laporan rutin bulanan capaian Program Kegiatan sesuai indikator Renstra 

Kabupaten dan Puskesmas. 
2. Laporan rutin menggunakan format laporan, mekanisme dan ketentuan 

yang berlaku di Dinas Kesehatan. 
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